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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

INGTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketenluan Pasal 43 ayat (4] dan
PPasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linglkungan Hidup,
perlu menctapkan Perdluran Pemeriniah tentang Instrumen
Ekonomi Lingkungan Thdup;

It

Pasal 5 syal (2) Undang-Undzng Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolsan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S039);

MEMUTUSEKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INSTRUMEN ERKONOMI

LINGKUNGAN LIDUP.

BAH [ ...
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Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini vang dimaksud denpan:

1. Instrumen  Ekonomi Lingkungan Hidup adalah
seperangkat  kebijakan ckonomi untuk mendorong
Pemerintah Pusal, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang
ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidug.

2. Pendansan Lingkungan Hidup adalah suatu sislem can
mekanisme  pengelolaan  dana  yang  digunakan  bag
pembiayaan  upaya  perlindungan  dan  pengelolaan
nggungan hidup.

tarik secara rmoneler dan/atau non moneter kepada Sctiap
Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerizilah Daerah
agar melakukan keglalan yang berdampak posiul pada
cadangan samber daya alam dan kuaiitas fungsi
ling:oungan hidup.

l 3. Insentil adalah upaya memberlkan dorongan atau daya
>
4
i

4. Disingenti adalah pengenaan beban atau ancaman secara
moneter dan/atau non monster kepada Setiap Orang
maupun Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerah agar
mergnTang keglatan  vang  berdampak negalil pada
cadangan  sumber daya . alam dan  kualitas  fungsi
Imgcungan lndup.

. Neraca Sumber Dayva Alam Jdan Lingkungan Hidup yang
selanjuinyva disebut Neraca SDA dan LH adalah gambaran
mengenal  cadangan/ascl  sumber dayva alam  dan
linglungan hidup serta perubahannys.

. Neraca Arus Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
yvang selanjuinya discbut Neraca Arus SDA dan LH acalah

_ varrbaran alivan input alam dar lngkungan ke dalam
| eltonormi dan aliran limbah dasi ekonomi ke lingkungan.

7. Produk ...




S 5

9.

1O,

EEL,

Produk Duomestl Bruto dan Produk Domestikc Regional
Bruto vang mencakup Penyusutan Sumber Daya Alum dan
Kerusakan Lingkungan Hidup vang selanjutnyva disebut
PDE dan PDRE LIl adalah perhilungan alternatif dari
produk domestile brute dan produk domestik resional
bruto yang memperhinungkan penyusutan sumber daya
alam dan kerusakan lingkungan hidup.

Jasa Lingloangan Hidup adalah manfaal darl ekosistem
dan Ilinglkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan
kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan
sumber daya olum, pengaturan alam dan lingkungan
hidup, penyvokong proses alam, dan pelestarian nilai
budava.

Penyedia Jasa Lingkungan Hidup adalah Setiap Orang,
Pemeriatah Pusat, dan Pemerintah Daerah yang menjaga
dan/atan  mengelola lingkungan hidup untuk
memnpertahankan dan/atau memngkatkan kualias Jasa
Lingkungan lliduap. '

Peman/aal Jasa Linglungan Hidup adalah Setiap Orang,
Pemerintah  Pusat, dan Pemerintah Daerah yang
menggunalkan Jasa Lingltungan Hiduap.

Kempensasi/Imbal Jasa Lingkungar Hidup Antar Daerah
adalah pengalihan sejumlah vang dan/atau sesuatu yang
dapat dinilai dengan uarg antara Pemanfaat Jasa
Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan
Hidup melalul perjanjizn terikat berbasis kinesrja untuk
meningkatlean Jasa Linglamgzan Hidup,

Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup adalah pengalihan
sejiimlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai
dengan vang anlar orang atau kelompok masyaradcal
sebagal Pemantaat Jasa Linglungan Hidup dan Penyedia
Jasa Lingkunean Hicup melalui perjanjian terikal berbasis
kinerja uniuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup.

Dana Jaminar. Pemulihan Lingkungan Hidup adalah dans
vang disiapksn oleh suatu Usaha dan/atau Keglatan
untui pemulilian kuaalitas lingzungan hidup yang rasalk
dan/ataun cemar karena keglatanmya.
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Dana Penanppulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan
dan Pemulihen Lingkungan Hidup adalah dana yang
disiapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah  untuk menanggulangi  dan  wemuihkan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dana Amanah/Banluan Konservasi adalah dans yang
berasa. dari sumber hibah dan dorasi untuk kepentingan
konservasi lingkungan hidup.

Pengadaan Bararng dan Jasa Ramah Linglkungan Hidup
adalah pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan
barang dan jasa vang berlabel ramah lingkungan hidup.

Perdagangan Tzin Pembuangan Limbah dan/atau Bmisi
adalah jual heli kuota limbah dan/atau emisi yang
diizinlan untuk dibuang ke media ingkungan bidup antar
penanggung jawab Usaha can/atau Kaguatan,

Lembapa Keusngan dan TPasar Modal yang selar ulinye
disebut Lembaga Jase Keuangan adalah lembaga vang
melaksanakan kegiatan di scktor perbankan, pasar maodzal,
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan
lembaga jasa keuangan lainnya.

Asurans! ngkungan Hidup adalah produk asurans: yang
memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaren
dan/atau kerusakan ingkungan hidup.

Label Ramah Lingkungan Hidup adalah pemberian landa
alau label pada preduk yang ramah linglungan hidup.

Pengharpgazn Kinerja di  Bidang Perlindungen dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kegiatan untuk
momberikan penghargaan lerhadap kinerja dalam rangks
perlindungan dar penpelolaan linglkungan hidup.
Konservasi Sumber Dayd Alan adalah pengelolaan swnber
daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara
bijaksara serta kesinambungan ketersediaannya dengan
lotap memeclihars dan meninglkatkan kualitas nilal serta
keanekaragamannya.

23, Pelostazian .
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Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah ranglkaian
upaya unluk memelihara kelangsungan daya dukurg dan
caya tampung lingkungar hidup.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang ltidak
berbadan hulkum.

WUeaha dan;atau Kegiatan adalah scgala bentulk aktivitas
vang dapal menimbulkan peorubahan terhadap rona
limgikungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap
lingkungan hidup.

Pemerintah Pasat adalah Presiden Republik Indonesia
vang memegang kekuasaan pemeriniahan Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Walkil Presiden dan
menter: sebapairmana dimaksud dalam Undang-Undang
Drasar Nepare Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Duaerah adalah kepala dacrah scbhagal unsur
penyelengeara pemerintahan daerab  yang  menimapin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menter adalah menlen vang menyeslenggarakan urusan
pemerinlahan di bideng perlindungan dan pengelclaan
linglsungan hidup.

Pasal 2

Tnstrumen FEkonomi Lingkungan [Ldup bertujuan unluk:

=
Cln

I,

a

menjamin akuntabilitas dan penaalan hukum dalam
penyelenggaranm periindungan ddan pengelolaan
lingleungan hidup.

meangubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan
dulam pembangunan dan kepiatan ekonoml.
mengupayvakan  pengelolean Pendanaan Lingkungan
Hidup vang sistemalis, teratur, Lerstruktur, dan terukur.

membangun dan meondorong kepercayasan puklik dan
internasional dalamn pengelolaan Pendanaan Lingkungan
Hiduap.

Bl 3
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Pasal 3

Frstrumen Ekonomi Linglkunpan Hidup meliputi:

a.
b.

-
H

‘perencanaan pembanguuan dan kegialan ekonomni;
Pendandan Lingkungan tHidup: dan

Ingsentif dan/fatau Disinsentif,

BALR I
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
KEGIATAN BKONOM!

Bagian Kesatu

Limum

Fazal 4

Instrumen perencanaan pembangtnan dan kegiatan ckonaomi
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huraf a melipuati

A

E:

MNeraca SDA dan LIH;
penyusundan PDB dan PDRE [LH:

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Anlar Dacrah;
dan

inlernalisasi biava ngkungan hidup.

Fasal o

Instrummen  perencansan  pembangunan  dan kegiatan
ckonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurul a,
hurul b, dan huruf ¢ dilaksanakan cleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah unluk menginternalisasikan
aspek bmgkungan hidup ke dalam  perencanesu .ﬂa”
penyclenggaraan permbongunan dan kegiatan ekonami,
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Peremcanaan dan penyvelenggarsan pembangusan  dan
kepiatan ckonomi scbagaimana dirmalksud pada ayat (1)
paling sedikit mencakup bidang:

a. pengelolaan sumber daya alam;

b. penatasn ruang;

€. Kouservasi Sumber Daya Alam; dan
€. Pelestanan Fungs! Lingkungan Hidup.

Pernieranan instrumen perencanaan pembangunan dan
keglalan ekonomi schagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf e dan hural b dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

Penerapan instrumen pergncanaan pembangunan dan
kegialan ekonami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huwaf ¢ dilakukan olch Pemerintah Pusat, Perncrintah
Dzerah, dan Seuap Orang.

Penerapan instrumen perencanaan pembangunan dan
kegiatan ekonomi scbagaimeana cimaksud dalam Pasal 4
hurul d dilakukan oleh Sctiap Orang,

Bagian Kedua

Neraca Surnber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan

Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto

vang Mencakup Penyusuian Sumber Daya Alam

1]

- i
— i nd —

dan Kerusalian Linglkuangon Hidup

Itasal &

Neraca SDA dar LH disusun sesuai kebutulban dan
jenjang pemerintahan.

Neraca SDA dan LH schagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun aleh instansi vang memiliki tugas pemerintlaban
i hidang staltistk,

Neraca SDA dan LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dizusun berdasarkan ketersedisan:
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a.  dala dan informasi Slalistil dasar;

b, datadan inlormasi statistik sclktoral vang berasal dari
kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Dacrah;

o

hasil inventarisasi sumber days alam dan lingkungan
hidup.

(4] Kementerian, lembaga. dan/atau Pemeriniah Daerah yang
memilikl kewenangan lerkail bidang sumber daya alam
dan lingszungan hidup wajlb menyvediakan data dan
inforrmast stalistik sektoral scbagaimana dimaksud pada
ayat (3) hurui b untuk penyvusunan Neraca SDA dan LIl
kepada instansi yang memiliki tugas pemerintahan di
hidang statistik.

Pasal 7

SR R —

{1) Neraca SDA dan LH sebagaimana dimaksud calam Pasal 6
disajikan dalam bentuk:

., neracd asel dalam sataan Gsix; dan
b. neraca asel dalam satuan mala uang.

(2} Neraca sset dalam satuan mata uang sebaganmana
dimaksud pada ayal (1) huruf b dilengkapi dengan
verhitungan Neraca Arus SDA dan LH.

(3) Neraca asel dalam saluan mats uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disajikan setelah berkoordinasi
dergan iastanst yang memiliki tugas pemerintahan di
Didang keuangan.

Pasal 8

PDB dan PDRB LIT disusun berdasarkan data neraca ascl
dalam saruan mata uang scbagaimana dimaksud dalam Pasal
7 oavat [2). -
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Pasal ¥ -

Ketentuan lebih Janjut mengenal tata cara penyusunan Neraca
SDA dan LH sebapaimana dimaksud dalam Pasal 7 serta
penyusunian PO dan PDRB LH sebagaimana dimaksad dalam
Pasal 8 diarur dengan peratluran kepala badan yang memiliki
Lugas pemerintahan di bidang s:atistik.

Bagian Keliga
Kempensasi/hnbal Jasa

Lingkungan Tidup Antar Daerah

Fasal 10

Kempensasi/lmbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah
sepagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ diberikan
oleh Pomanlaar Jasa Lingkungan Hidup atas manfaat
dan/aau akses lerhadap Jusa Lingkungan Hidup yvang
dikelola  danjatau  dipulihkan oleh Penyedia Jasa
Lingkungsn Hidap.

CEsa Lingkurngan Tidup yang diberilan
Kompensssi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah
sezagaimana dimalisud daleun avat (1) melipati:

a,  perlindungzan tala win

b. perlindungan keanckaragaman hayati;
c.  penyerapan dan penyimpanan karhon;
d.  pelestarian keindahan alam; dan/atau
¢, Jasa Lingkungan Hidup laimnnya.

Kompensasti/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Anlar Dacrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal dilakukan
oleh:

a.  Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daeral;

b. Pemennlah Daeran cengan Pemennlah Daerah;

c.  Pemcrintab Masat dengsn Setiap Orang; atau
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Kempensasiflinbal Jasa Linglkunegan Hidup Antar Dasrah
sebagaumana dimaksud.oada ayat (3) dilaksanalzan secara;

g. terpisah; atau
b, terpadu.

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah
yang dilaksanalkan secara terpadu schagaimana dimaksud
pada ayat (4] huruf b wajib diakukan untuk
Kompensasi/Imbal Jasa Linglkungan Hiduo Anrar Dasrah
antara Pemeniniall Daerah dengan Setiap Orang yvang
berada dalam wilayah administratfl yvang berbeda.

Pagal 11
Bentuk Kompensasi/lmbal Jasa Lingkungan Hidup Antar
Praegrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
=8 tarig; alau
b, sesuatu lainnya yang dapat dinilal dengan uang.

Nilai Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar
Dacrah sebapaimana dimaksud dalaon Pasal 10 paling
sedilit ditentukan dengan mempertimbangkan:

4, biaya ekonomi upava Polestarian Fungsi Lingkungan
Hidup;

b,  Dbiaya pemberdayaan masyarakat; dan

c. haya pelaksanaan gerjasama.

Pasel 12

Kompensast/Imbal Jasa Linglkungan Hidup Antar Daerah
schagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1] diberikan
cengan ketentuan:

z. Penyedia Jasa Linglkungan [lidup mennlkki buldti
permilikan /penguasaan lahun;
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b, Petyedia  Jasa  Lingkungan  Hidup memiliki
kewenangan untuk menyediokan, menghasilkan,
dan/atau meningkatear Jasa Lingkungan Thdup:

c. perhitungan  Jasa  Lingkungan  Hidup  dan
kompensas!/imbal jasa terulour; dan

c. rincian kempensasi/imbal  jasa  termual  dalam
dokumen rencana kerja dan anggaran Pemerintah
Usat danfatan Pemerintah Daerah sesual ketentuan
peraturan perundang-undargar.

Dalam hal Setiap Crang bertindak schagai Penvedic Jasa

Lingkungan Ilidup, Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah roclakukan wverifikasi dan  velidasi  lerhadap

Penyedia Jasa Lingkungan tersebul.

Kompensasi/Imbal Jasa Linglaingan Hidup Antar Dacrah

vang diberikan wajib digunakan untuk kepentingan:

a. pemuliban lingkungan hidup:,

b. konservasy

¢, pengayaan keanckaragaman havati;

d. peningkatan <apasitas masyarakat dalam Pelesrarian

Fungsi Lingkungan Hidup;

e. pengembangan cnergl terbarukan;

f.  pengembangan perekonomian herbasis
keberlanjutan;
g.  pengembangan infrastruaktar pendukungnya;

dan/alan

h. keglaran lainnya sesuar dengan perkembangan dan
kebutuhan penyvediaan Jasa Lingkungan Hidup yang
disepakab anldara Pemanfazs! Jasa Lingkungan Hidup
dan Penyedia Jasa Lingkungan [idup.

Pasal 13

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Iidup Antar Dacrah
aritara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Dzerah serta
antar Pemerintall Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal |0 ayat (3) hurwf a dan huraf b dilaksanskan melalus
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a. hibah daerah  dari Pemerintah  Pusat  sslaku
Pemanfaat  Jasa  Lingkungan  Hidup  kepada
Pemerintah Daerah selaku Penyedia Jasa Linglmungan
Ridup alau schaliknva; atau

b.  hibah dacrah atai belanja bantuan keuangan urusan
lingkungan hidup dari Pemerintah Dacrah provinsi
atan Pemerintah Daerah kabupaten/kola selaku
Pemanfaat Jasa Lingkungan Ilidup kepada
Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah
kabupaten/kota selaku Penvedia Jasga Lingkungan
Hidug.

Sumber dana pelaksanaan Kompensasi/Imbal  Jasa
Lingsungan Hidup Antar Dazsrah bersumber dari anggaran
pencapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan
dan belanja daerah, dan/atau dana lainnya vang sah

dan tidak mengikat sesual dengan ketenluan  peraturan
pernudang-undangan.

Jaszal 14

Kompensast/ mbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah
antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan
Sctiap Orang schagaimana dimaksud dalaum Pasal 10 ayal
(3) huruf ¢ dan hurel d dilaksanakan melalul melkanisme:

a,  hibah daerah, bantuan sosial, atau belanja barang
dan Jasa urctuk wusan hingkungan hidup  dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sclaku
Pemaniaal-Jasa Lingkungan Hidup kepada Setiap
(Orang selaku Penyedia Jasa Lingkungan Iidup; atau

b, pemberian dari Seliap Orang selalon Pemantaat Jasa
Lingkungan Hidup kepada Pemernmtah Pusat atau
Pemcrintah Daeral selakn Penyediz Jasa Lingkungan
Hidup.

Sumber dana pelaksanaan Komopensasi/lmbal Jasa

Lingkungan (lidup Antar Daerah yang harus disediakan

Pemerintah  Pusat ata  Pernerintah  Daerah  selaku

Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup bersumber dar:

A, ANEEATADL ..
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8. anggarar pendapatan dan belanja negara, angparan
pendapatan dar belanja daerah, dan/atau dana
ladmya yang sah dan lidak mengikal sesuai dengan
ketentuen  peraturan  perundang-undangan VArg
diberikan lanpaung; dan/atau

b. hasil Kompensasi/imbal Jasa Lingkungan Hidup
Anter Daerah schagaimana dimaksud dalam Pasal 13
avat (L)

Fasal 15

KompensasifImbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Dacrah
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerinlah Daerah,
antar Pemerintah  Dacrah, dan  anlera  Pemerintah
Pusat/Pemerintah  Daerah dengan  Setiap Orang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14
ditnangkan dalam perjaniian kerjasama.

Perjanjian kerjasama schagaimana dimaksud pada ayal (1)
puling cedike t memuat:

a,  para pihalk;

L. tgjuan:

]

juimlaly;

c, sumber pendanaan;

bl
e

PETSYATHLAL,;
& tala cara penyaluran;

g. tala cara pelaporan dan pemanilauan; dan

u

5. hak dan kewajiban pemberi dan pencrima.

Dalam  hal  pelaksancan Kompensasif/Imbal — Jasa

Lirgkungan H:dup Antar Dacrah dilaksanakan secara

terpadu, pars pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

haruf a meliputi:

a. Pemerintah  Pusat dan/atau Pemerintah Dacran
Mfemanfaat Jasa Lingkungan Hidup;

h.  Pemesintah Duerah tempat Setiap Orang Penyedia
Jasa Lingkungan Hidap berada; dan

¢.  Setiap Oreng Penyedia Jasa Lingkungan [hdup.

(4] Perjanjian

Qg — e e R TR
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Perjanjian  kerjasama  dilaksanakan sesuai  dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan,

Pasal 16

Dalam mela<sanakan kerjasama Kompensasi/Imbal Jasa
Lingkungan Hidup Antar Daerah sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 15, Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dan
Pemanfaat Jasc Lingkungan Hidup dapat:

a.  membentuk  wadah  atauw forum  kerjusama
Kompensasi/Imbal Jaosa Lingkungan Hidup Antar
Dacrah; den/atan

b, meminta bantuan faslitator,

Fasilitator sebagaimnana dimaksud pada avat (1) humf b

meliputi:

a. lasilitator Pemeriniah Pusat atau Pemerintah Daerah
provins sesual kewenangannyva; dan/ataua

b, fasiblatlor vang berasal dar orang perseoranguni,
organisasi linglkungan hidup, perguruan tingg:, atan
organisast lain vang disepalaty.

Pusa' 17

Pelaksanaan Kompensasi/linbal Jasa Lingkungan [lidup Antar
Daerah dilaksanalean scsusl dengan kelenluan peraburan
perundang-uncangarn,

Bagian Keempar

Internalisasi Biaya Lingloangan Hidup

Pasal L&

Internalisasi  biaya  lingkungan hidup  sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 4 huruf 4 dilaksanakan dengan
rnemeastickan biava pencemaran  dan/ataa l{t:ru'_ﬁakml
Jingleungan hidup dalam perhitungan piaya produksl atau
hiava suatu Usaaa danfatan Kegiatan,

(2) Internalisasi ...

B R I
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(2} Inlernalisasi biays lingkungan hidup dilaksanakan oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan,

Pasal 19

Biaya pencemaran dan/atau kerusakan linggupgan hidup
sebagaimann dimalksud dalam Paszal 18 ayal (1} meliputi biaya:

a. penccegaban pencemaran danfatan kerusakan lingkungan
hidup;

b, pemanlauvan terhadap pencernaran dan/atau kerusalan
lingkungan hidup;

c. pemelibaraan lingkungan hidup;
d. pengelolaan lurbah dan emisi;

c. pemulihan lingkungan hidup pasca operasi; dan

B — o T ey

| I perkiraan penanganan risiko lngkungan hidup.

BAH I
PENDANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Ummam

Pasul 20
(1] Ihstrumen Pendanasan Lmgkurgan Hidup sebsgaimansa
dimaksud dalam Pasal 3 hurul b meliputi:
s,  Dana.Jaminan Pemulihsn Lingkungan Hidup;

L. Dana Penanggulungan  Pencemaran — den Jatau
Kerusakan dan Pemuliban Lingkungan Hidup; dan

¢, Dana Amanah/Bantuan Konservasi.

{2) Instamen ...
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Instrumen  Pendanaan  Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi nckanisme
penerapan  mstrumen  perencanaan pembangunan  dan
kegiatan ekonomi dan/atau instrumen Insentif dan/alau
Disinsgernitif.

Bagian Kedua

Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup

Pasal 21

(1) Dana  Jaminan  Pemulihan  Lingkurgan  Hidup
sebagaunana dimaksud dalem Pasal 20 avat (1) huruf a
dizunakan untuk meleksanakan kegiatan:

a. penanggulangan seadaan darurat lingkungan hidup
di  wilayeh Usaha danfatau  Kegiatan  vang
discbabkan oleh Usaha dan/atau Kegiatannya; dan

b, pemulihan ingkungan Bidup pasca operasi di wilayvah
Uzaha dan/fatau Kegiatan vang disebabxan oleh
Usaha dan/atau Kematannya.

(2] Kegiatan penanggulangan keadaan danaat lingkungan

hidup sebagaimana dimaksud pada ayal (1] bhuraf a

dilakukan dengan cara:

g,  pergisolasian pencemaran  danfataa kerusakan
lingizungan hidup;

b.  penghentian sumber  pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup; danaluaul

¢, cara  Jain sesuai  dengan  perkembangan  ilmu
pengetahuan dan Lelmolog,

,L.:j

kKegiatan pemulihan lingkungan hidup pasca operasi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf b dilakulkan
dengan cara:

- oL
a. peribersthan unsur pencemar dan/atau perusas

lingkungan hidup;

9. rernediasi;
. rehabilizasi

d, reslcrasi; dan/atau

h

. Upaya ...

i m— S e R
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C.  Lpays penanganan dengan cara lain vang sesuai |
denigen perkembangan  ilmu pengetahuan dan

wknologl atan sesuai dengan peraiuran perundang-
urdangan.

Paszal 22

Dana Jaminan Pemulihean Lingkimgan [Tidhp
scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayal (1) hurul a
disediaksn dalam bentule - i

a. deposito berjangka;
b, lebupgan bersama;
¢. bank garansi;

d. polis asuranei; danfatau

€. lainnva sesual peraturan perundang-undangan,

Fenempatan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidugp
dalam bentuk deposito berjangka dan labungan bersama
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) burul & dan hurul b
wajll distmpan di bank permeriniah yang dilunjuk oleh
Menteri, menteri/kepala  lembaga pemerintah  non
kementerian, Pemeriniah  Daerab proviosi, atau
Pemenntah Daergh sabupaten/ kota.

Bulktl penempalan Dana Jaminan Pemuliban Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan
kepada Menter:, menten/ kepala lembaga pemernintah non
kementerian, -~Pemerintah Daeran  provinsi,  atau
Pemerintah Maerah leahupaten fleota sesual
kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara
perhitungan, dan penetapsn besarnya Dana Jaminan
Pemmalihan  Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud |
pada ayat (1] diatur olch menteri vang membidangi
masing-masing Usaha dan/atav Kegiatan sesual dengan |
Kuwenangarniye, |

Pazal 23 ...
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Pasal 25

(1} ana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup
ssbagaimana  dimaksud  dalam Pasal 22 digunakan
penarggung jawab Usaha danjatan Kegiaan setelah
mendapatkan perselujuan instansi pemberi izin usaha
atau sesual dengan peraturan perundang undangar.

(£} Penanggung Jawab Usaha danj/atau Keglalan  wajib
memenuhi  kekurangan — pembiayvaan bila  dana
sebagaumana dimalksud pada avat (1) tidak mencukup,

Pasal 24

Penyediaan Dara Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup
schagamana - dimaksud dalam Paszal 21 avat (1) tidak
membebasikan kewajiban penangming jawab Usaha can/atau
Kegiatan untuk melakukan pencegahan pencemaran can/atan
perisakan  Ingloongan hidup  aldbat Usaha  dan/atau
Keriatannva,

FPasul 25

Penerapan Dana Jaminan Pemulihan Tangkungan [lidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal
24 dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan perundang
undanga:.

. Bapan Keliga

Mana Penangoulangan Pencemaran dan/atau
Kerusakan den Pemulihan Lingkungan Hidup

Pasal 26

(1) TPemerintah Pusat dan Pemerinlah DD anerah nenyiapkan
Dana Penanggulanpan Pencemaran dan/fatau Kerusalkan
dan Pemulinan Lingkungan [idup schagaimana dimakstd
calarm Pasal 20 ayal (1) huraf b untulks

a. memastikan tersedianys dariz untuk
penanggiiangan pencemaran dan/atau kersakan
lirgkungan hidup dan pemclihan fungsi limglLargan
hidup;

b. menjamin .,

Qe . e BT T
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b, menjamin terpulibkannya kembali fungsi lingkungan
Fidup; dan

c. menjamin pelsstarian fungsi abmoesfer.
Dana Penangmulangan Pencemararn dan/aiau Kerusakan

dan Pemuliban Lingkungan Hidup schagaimana dimaksuad
pada ayat (1) dipanakon untak;

a,  permnggulangdn pencemaran dan/atan korusakan
linglurgan hidup pada lokasi yeng tidak diketabui
sumber dan/atau pelakunya; dan

. pemulihan lingkungan hidup alabat pencemaran
dan/atau kerusakan linglungan aidup yang tidak
diketahw sumber dan fatau pelakunyea.

Penangoulangan  pencemaran dan/fatau kerusakan
linzloungan hidup zesavaimana dimaksud pada avat (2

2 B H g I 2
huruf a mercakup kegiatan:

i pemberian  nformast peringatan | pencemaran
dan/fateu  kerusakan lingkungan hdup kepada
11‘151;«;}'araha1_;

b, pengisolasian  pencemaran  danfalau kerasakan
lingkungan hidup;

¢, pengheniian SUIL T DLTLCE 1L LET dan/atau

kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
B 4 Hs ;

Jd. cara lain yang sesual dengan perkembangan alm
pengeiahuan dan wknologl.

Cara lain schagaimana dimaksud pade ayat (3) hural d

saling sedikal lerdinl atas:

a.  keglatan tanggap damirat;

L. kegiatan Pelestarian Fungsi Linglkungan Hidu:p yang
menjadi bagian dari mitigast dan adaptas per ubahan
ik lirn;

c.  observasi, identif kasi, analisa laboratorium  dan
verilikasi perccmaran dan fatau kerusakarn
lingkungan nidap;

Pemulihan  lingkungan  hidup  alkibat  pencemaran

danfatan Kerusakan lingkungsn hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) hurul b dilakukan melaliii
tahapart

a. pembersihan ...
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a. pembersihan unsur pencemar dan/atau perusak
lingkungar hidup;

b remediasi;

c. rchabilitas:y;

d. resterasi; dan/atau

€. cara lamn yang sesuad dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan telknologi.

Pela<sanaan  penanggulanpgan  percemaran  dan/atau
kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pads ayat (2), ayat (4), dan ayat (3) dilakukan
sesual dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
Li[i'L].éLIlgF_t:l.

Bl 3

Dana Penangpulangan Pencemaran dan/atan Kerusakan
dan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belarja negara,
b, anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

¢ sumber dana lainava yeng sah dan tidals menglkat
sesuat dengan ketentuan peraiiran perundangan.

Sumber dena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berasal darl pajak dan retribust lingkunegan hidup.
Pengguinaan daha sedagamana dimaksud pada ayat (1}
dilaksanakan vlehs

4.  bupati/wall kota dan/atau pibalk lzin yang ditunjuk
untuls peneemaran dan/atau xerusakan linglkurngan
nidup wvang terjadi pada wilavah administrasl
kasupaten flkota;

b, gubernur dan/dtau pihak lain yang ditunjul untuc
pencemaran dan atau kerusakan linglangan hidup
vang lerjadi  pada linlas  wilayah admiolstras
kabupaten / kota; atau

¢ Menterl, menteri/kepala lembaga non lkemnnterian,
dari/atau  pihak lain  yang dituajuk  untuk
pencemaran dan/utau kerusakan lingkungan hidup
vang torjadi pada lintas wilayah administras: provinst.

[4} 1eimia L.

B e e N WY



()

&)

(1]

(2}

Il el e
==

wEEIE I

FEPUEL R 1D =g
S

Dana yang digunakan oleh Menleri, menaterifkepala
lembaga non kementerian, guberrur, dan/atan pitak lain
schagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf b dan huruf o
chgunakan sebagal dana pendamping penanggulangan
pencernaran danfatau kerusakan  dan pemulihan
lingkungan hidup.

Ketentuan lebih lanjut mengenal penggunaan Dana
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan
Permulthan  Linglungen  Hidup  dilaksanakan  scsuan
dengan kelentuan peratiran perundang undangsan,

Baglan Keeinpal

Dana Amanah/Baniuan Konservast

Pagal 28

Dana  Amanah/Bantuan  Konservasi — schagaimeana
dimalksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf ¢ bersummber dar
hibah dan donasi.

Dana  Amanah/Bantan Konscrvasl  sebagalmana
dirnaksud pada ayat (1) dikelela berdasarksn kesepakatan
antara pemberi hibeh dan donasi dengan Pemernntah
Pusat dan/atau masyarakat.

Dandsmanah/Bantuan Konservasi kepada Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud pada avat (2) dilaksanakan
sesual  dengsn  ketentian  peratursn perundang-
Lndangarl.

Passal 29
Konservasi lingkungan hidup yang dibiayal darl Dana

Amanah/Bantuan  Kunservasi  schagaimana  dimaksuad
calam Pasal 28 ayat (1) meliputy

a,  Konscrvaszl Sumber Daya Alamng
b, pencadangsn sumber deya alam; dan
¢.  poelesiarian fungsi aunosfer,

Keonservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurul & melipiti kegiatan:

o, perlindungan -
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a. perlindungan;
b. pengawetan; dar:
2. permnanfaatan,

Pelesiarian fungsi atmosfer schagaimana dimaksud pada

ayat |1) auraf ¢ dapat dilakulean melalui:

a. keglatan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup yang
menjad bagian dari mitigasi peribahan 1klim;

a. kepialan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup vang
menjadi bagisn dari adaplasi perubahan iklim;

c. perlindungan lapisan ozon;

d. kegiatan pendulung pengendalian peruhahan iklim;
dan

¢, keglatan laidgya vang diatur oleh Menteri.

Setain kegialan yang dimaksud pada avat [3), Menterd

dapal mclakukan kegiatan lain setelah Dberkoordinasi

dengan menteri/ kepala lembaga terkait.

Pelaksanaan keglatan sonservasi lingkungan hidup

schagaimara dimaksud pada avat (1) dilakukan scsual

dengan kelentuan peratdran perundang-undangan.

Pencatalan  pemanfzaten  Dana  Amanah/Bantuan

%4 B A S - azal 98

Konservast sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

diiaksanakan  =esual dengan  kefembuian  peraturan

perundang-undangan.

I Bagian Kelima

Penpelolean Pendanaan Lingkungan Hidup

Fa=sl 30

Peneelnlaan Pendanaan Lingkungarn Hidup yang berasal
dar  Dana [Penangeulangan  Pencemaran  dan/atau
Kerasskan dan Pemulihan Lingkuangan Hidup dan Dana
Amanch/Bantuan Konservasi yang dikelola Pemerintah
Pusal melalul mekanisme:

4, pola...
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a. pula pengelolaan keuangen badan layanan wmuum:
aran

b, pola pengelolaan kevangan lainnya sesual denpgan
peraluran perundang-undangan,

Mekanisme dengan pengelalaan keuangan badan layanan
umum sebagaimana dengan ayat (1) huruf a dapat
menunjuk dan menetapkan bank kustodian.

Ketentuan lebih lanjul mengenai pengelolaan Pendanaan
Lingkungan Hidup dengan menggunakan meckanisme
schagalmana ayal (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IV
INSENTIF DAN/ATAU DISINSENTIF

Baglan Kesatu

Ummumm

Pazal 31

Insirumer Economi Lingkungan Hidup yang diterapkan
sebagai  Insentl danjarau  Disinsentif sebagdimeria
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ melipub:

a. pengembangan  sistem Label Ramah langkungan
Hidup:

L.  Perwadaan Darang dan Jasa Ramah Lingkuangan
[ Tclu;

¢, pencrapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkouiripan
hichap;

d. pengembangan sistem Lembaga Jasa Keuangan yang
ramah linglkangan hidogp,

¢, =enpsmbangan sistem Perdagangan Lan Pembuangsn
Lirnbah dan/atau Emisi;

1. pergemoangan Asurinsi Lingkungan Hidup;

g. perpembangan sistem Pembayaran Jasa Lingkungan
[idup; dan

. sistern Penghargaan Kinerja di Bidang Perlindurigan
dan Penpgelolaan Linglkungan Hidup,

(2] lnstamerl ...
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Instrumen sebagaimana dimmaksud pada aval (1] berfungsi
sebaga: Insentif untuk melakukan kegiatan  vang
berdampak posif pada sumber daya alam dan fungsi
lingkungan hidup dalam benmuk:

A, pemberian keringaran kewajiban;

b, pemrberian kemradahan  danfatau pelonggaran
pursydTalan pelaksanaan kegiatan;

c. pemcbernian fasilitas dan/atan baniuan;
pemberian dorongan dan bimbingan;

¢, pomberian pengakuan  dan/ataun penghargaan;
dan/atau

. pemberitahuan kinerja positif xepada publk.
Instrumen schagaimans dimaksud pada aval (1) yang
berfungsl schagni Disinsentif agar mengurangi kegiatan

vang berdampak negatil pada sumber dava alam dan
fungsi lingkungan hidup dalam bentuk:

penambabian kewajiban;

penambahan  dan/atau pengetatan  persyaralan
nelaksanaan kepiatan; dan/fatan

o,  pemberitaiuan kinerje negartit kepada publik.

Instrurmien Insentif dan/atzu Disinsenti? sebagaimana
i

cimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesual
dengan kelentuan peraturan perundang undangan.

Fazal 32

Pemmerintah Pusal  dan Pemerintah  Daerah  wajib
miencrapkan Inscnrif dan/atau Disinsentif sebagaimana
dirmnaksud dalam Pasal 31 kepada Seliap Orang untuk:

a. melaksanakan penaalar: hukoum
b, terluksananya mckanisme retari and punishmernt;

o mendistribusikan dampak dan risike lingkungan
hidup secara adil;

d,  melakukan inovasi;

. melakukan ...
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e. melagukan kegiatan di bidang perlindurean dan
pengelolaan  lingkungan  hidup  melebihi yang
dipersyvaraikan; dan

f.  menerapkan pola  konsumsi  dan  produksi
berkelanjulan.

(2] DPencrapan [nsentif dan/atau Disinsentif
mempertimbangkan prioritas nasional.

Bagian Kedua

Sistem Label Ramah Lingkungan Hidup

Tasal 32

(1) Label Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimalesud
dalam Pasal 31 avat (1) haraf a diberikan Pemermitah
asat paca produk yang ramah Ingkungan.

(31 T.abel ramah hinglku mg:—'n hidup scbagaimana dimaksud
nada ayat (1) digunakarn unlus:

a. pengakuan atas pe*ncuulam kriteria penaatan
hulkoaim;

b, pengakuan atas pemenuhan kriteria novast dan
upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hicup melebihi vang dipersyaratzan; dan

¢, nformas’ dan perlindungan bagi masyarakat.
(3) Label Ramah Lingkungan [Tidup meliaut:
a, label vang diberikan Pemerin .l Pusat, dan

h.  label sclain hurul a vang dibubuhksn oleh Usaba
dan/atau  Keglatan  yang  felan mendapatloan
pengaluan dari Pemernntah Pusat ataud lembiage
indepehaen yang ditunjuk.

r] Hel I. \.}4

(1) Tala cara penerapan Label Ramah Lngkungan Ihdup
melipaats

a, kriteria ...
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d. kritena persyaratan perolehan label; dan
b.  meckanisme pemberian label.

(2} Kriteria persyaratan perolehan  abel  sebapaimana
dimaksid pada ayat (1) huruf a meliputi:

. knteria ramah ingkungan hidup yang wmelipud
sclurith aspek lingkungan hidup sepanjang daur
hidup produk;

b, kriteria keberlanputan proses produlesi:
¢.  kriteria keberlanjutan sumber daya alam: dan /atau
d. kritena logalitas.

(3)  Mekanisme pemberian lakel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurat b mchiputi
. pemberian lzbel yang diberikan Pemerintah Pasat
ditaksanakan dalam bentuk pencantuman label oleh
IMenleri, menteri/kapala lembacga yvang membidangi
Usaha dangalau Keglatan, alau lembaga indeperncden
yang dituniuk; atau

b. pemberian label  sclain yvang  diberikan olch
Pemerintah  Pusar . cilaksanakan  dalam  bentuk
pemberian pengakuan oleh Menteri atau lembags
mdependen vang ditunjuk.

(4) Ketenlues: lebih lanjut mengena: krilema persyaratan
peralehan label dan mekanisme pemberian label diatur
dalamn Peraturan Menteri.

(5) Menteri/kepala  lembaga  yang  membidang  Usaha
dan/alau Kepldian dapal mengatur lebibh Janjut dengan
mergacu pada Peraturan Menterd

Pasal 30

Setiap orang yang memprodulsi  dan/atay memasuklan
Fararg dan jasa, lermasuk teknologl, yang dipt‘rdargaﬂgkml
ke dalarn wilayah Negara Kessiuan Republik Inconesia, dapat..
mencanlumkan Label Rwmah Lingkungan Hidup sesua
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian ...
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Hagian Keliga
Penigacaan Barang dan Jasa

Ramah Linglkungan Hidup

Pusal 36

Penpadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup
sebavaimana dimalksud dalam Pasal 31 avar (1) huruf b
dilalksanakan oleh kementcrian/lembaga/satuan kerja
perangkat dasrah/institus:.
Penpadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup
schagaimana dimaksud pada aval (1) digunaken unluk:
. mendorong  kementerian/lembaga/satuan kerja
perangkat daerah/ Tislilugt mengeungkan barang dan
jasa ramah lingkungan hidup; dan

b,  mendorong peluang pasar bagi barang dan jasa yang
telah mempercleh Label Ramah Lingkungsar Hidup,

Pasal 37

Tata cara penerapar Pengadaan Barang dan .Jasa Ramah
Lingkungan Hidup mencakup:

a,  porsyaralan prodok barang dan jasa; dan

b. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Porsyaratan  produk barang dan  jasa  sebagaimana

dirnaksud pada avat (1) hurul & terdirl dari:

a. telah memperoleh Label Remah Lingkungan Bidup;
e

. telah masuk dalam daftar barang dan jasa ramah
lingkungan hidup vang ditetapkan oleh Menten.

Pelagsarwe pengadaan barang dan jasa sebagaimerna

dimaksud pada ayar (1) 7uraf b dilakukan scsual dengan

Jgetentuan peratiran perundang-undangan.

Bagian ..
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Baman Keempal
Pencrapan Pajak, Retribusi,

dan Subsidl Lingkungan Tlidup

Pasal 3

FPenerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1] huraf ¢
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusa: can Pemernintah
Draeralk.

Penerapan pajak, retribusi, dan scbsidi inglkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam
bentik: '

a. pengenaan tarif pajak pusat dan daerah pada Setdap
Orang wang mecmariaatkan sumber daya alam
berdasarkan krilera dampak hngkungan nidup;

b, pengenaan tarif rewribusl  jasa umummn daerah
berdasarkan penghitungan biava penyediaan saranag
dan prasarana yvang mencegah penccmaran dan/ taa
kerasakan lingkungan aidup;

c. penerapan subsidi non energi yang dibatasi dalam
jangka wakiu tertentu kepada Setiap Orang yang
kegiatan produksmya berdampak pada perbalkan
fungsi ingkungan mduap,

Pencrapan pajak, retribusi, dan subsidi hngkungan hi_:l L

scbageimana dirnakeud pada ayat (1) digunakan untux:

a. mendorong Pelestarian Fungsl Lingkungan iduap;

b. memberikkan dorongan moneter untuk melaksanakan

kegiatan yang l::crdamPuk positif pada sumber daya

alam dan lingkungan huidup; dan

memberikan  beban tnoneter untuk  mengurang

kepiatan yang berdampak negatif pada sumber daya

alamn dan lirgkungan hidup,

o

*asal 39
Pajak pusat dan daerah sebugaimana cimaksud dalam
Pasal 38 avat (2) hurul a mencakup kegiatan pengam bilan

dan/alau penggunaarn.

a. air tanal ..
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air tanah;

air permukaan:

sarang burung walcols

bukan logam dan batuan;

hahan bakar kendarsan becolar;
kendaraan bermotor; dan

kematan lainnva yang sesual dengan kriteria dampak
Inglkungan nidup.

Krileria dElIT’lTJH]{ hngkungan hidup sehagaimana dimaksad
dalain Pasal 38 ayal (2) Burul a mencakup:

a.
Ia
8

Penghitungan hobot vang mencerminkan krilera dampak

penyusutan sumber daya alam;
pencemaran lingkungan hdup; dan

kerisakan lirgkungan hidup.

R — R T

lingkungan hidup schagaimana dimalksed pada ayat (2)
men adi pertimbangan dalam dasar pengenaan pajak.

Penghitungan

dasar pengenaan pajalk  sebagaimans

dimnaksud pada avat (3) diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

Pasal 40

Pengenaan larif retribusi jasa umoin daerah sehagaimana
dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) hurul b dikcnakan

berdasarkan:

4. jenis, karakteristik, dan wolume limbah yang
dihaslkan;

L. jeris, lkarakteristik, dan volume sampah Yang
dihasilkan;

. hiaya membangun sarand Gall prasarana pengolah

limbah dan /atau sampah;

d. lbiaya ...
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d.  bisya pemeliharasn dan penpgoperasian sarana dan
prasarana pengolah limbah dan/atau sampaly; dan

o biays  pengawasan unluk  pengolahan  limbah
dan/stau sampatl,

{2} Pengenaan larif sebagaimara dimaksud pada avat (1)
didasarkan pada besaran ateu proporsi periggungan jasa
sarana dan el el s .

(3] Dalam pengenaan tarif relribusy, Pemerintah Daerah dapat
mensrapkan pengzenasn progresif atas dasar karakteristik
dan besaran volume limbah atzu sampah yang dihasilican.

A} Tala cara pengenaan taril schagaimana dimaksud pada
ayal (1] dan avar (3) diaksanakan sesual dengan
ketentuan peranuwan perundang-undangan,

Pasal 41

e — R

‘1) Sunsidi sebagmmana dimaksud dalam Pasal 38 avat (2
huruf ¢ diberikan kepaca Setiap Orang yang memenshi
lzriteria:

a  memproduksi barang dan/atau jasa yang ranan
hngkungan hedug;

k. merupakan Usanha dan/atau Kegiatan mikro, kecil,
dan menengah vang berupava mencegall pencemaran
dan/atau kerusekan lingkungan hidup; dan/atau

¢, menghasilkan produk dan tekmoelogl unluk danfatan
herdampak kepada perbaikan fungsi lingkungan
hidup. .

(#) Krilera penerima subsidi sebagaimana dimmaksud pada
aval (1) disusun oleh menteri/kepala lembaga  yang
membidangi  Usaha dan/atan  Kegiatan  dan/atau
cubernur atau bupati/wall kota sctelah berkoordinasi
dengan Menterd,

(3] Penganggaran  dan  penyaluran  subsidi dilalksanalan
gesval dongan  kelentuan  peraturan  perundang-
undangan,

Gagian ... i
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Bagian Kelima
Pengembangan Sistem Lembagsa Jasa Keuangan

varg Ramah Linglcangan Hidup

Fagal 42

{1] Pengembangan sistem Lembaga Jasa Keuangan yang
ramah Iingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam
Tasal 31 ayvat (1) hurut d dilaksanakan oleh oloritas yang
berluzas di Lidang jasa keuangan,

(2} Pengembangan sistemn Lembaga Jasa Keuangan yang
ramah lingzungan hidup scbagaimana dimalksud pada
aval (1) digunakan anmak:

a. menerapkan pembiavaan yang memperhatikan aspek
lingkungan hidup;

b, mendorong penaalan hukom; dan

¢, mendorong investasi ramah hnglungan.

Bagian Keenam
Pengembanigan Sistem Perdagangan lzin

Permbuangan Limbah dan/atau Emisi

Pasal 43

(1) Pengembangan sistem Perdagangan Izin Pembuangdno
Limbah dan/atau Kmisi schagaimana dimalesud dalam
Pazal 31 avat (1) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah
Pisal dan Pemerintal Dacrih.

(2] Pengembangar: sistem Perdagangan Izin Pembangan
Limbah dar /atau Emisi schagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunskan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daeral:
unluk:
a.  menurunkan tingkal pencemaran lingkungan hidup;

5. rrengatur alokasi kuota izin permbuangan limbah
dan/atau emisi secara adil dan proporsional;

c. meonaulaang ...

R —— e L
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c.  mendukung pelaksapann Kurmpensasi/lmbzl Jasa
linglkuagan Hidup Antar Daerah; dan

d.  mendultung  pencrapan perbaikan  pengelolaan
dampak secara terus menernis.

Fazal 44

Tala  cara pengembangan  sistem  Perdagangan  Izin

Pembuangan Limbah dan fatan Emisi mencakup:

A, peactapan don pengatarar alokas kuota ain yang
diperdagangkan berdasarkan daya dukung den daya
tampung Ingkungan hicup;

b, sistern perdagancan melalui kesepakalan realokasi
bebar  dan  kuota masing-masing gihak vang
melakukan perdagangan; dan

= pelaksanaan pemantauan dan pengawasan.

Dalam menetapken dan mengatur alogasi kuota izin

sebagaimana dimaksud pada ayal (1) horal a, Pemerintah

Pusal dan Perwerintab Daerah waijilh menclapkai,

a.  masa  berlaku  alokesi  luota  dan period:s
pemulakhirannya; dan

b, milai, kriteria, dan pUCsyars i pensniaan
alokasi kuola berdasarkan rekomendasi
kementeriar /lembaga terkait.

Dalam melaksanalkar sistem perdagangan scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) bhural b, Pemerintal Pusal dan

Pemerintah Baerah wajib menetapkan:

a. kelembagaan pelaksansan sistemn perdagangan;

b, rckanisme sistem perdaganguri; dan

c. ketcntuan peEnETapan Instrumoen Elkororm
Linglungan Hidup lainnva yang terkail dan
mendorony efcktivitas pelaksanaan perdagangan,

Keteatuan lebih lanjur mengenal pengembangan aistern

Perdagangan Izin Pembuangan  Limbah  dan/atau

Fmisi  diatur  dalam  Peraluran Menteri, setelah

perknordinasi dengan kementerian/lembaga terkail.,

Bagian ...

e mm— S
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Bagian kKctujuh

Pengembangan Asuransi Lingkungan [Tidup

(1}

Pasal 45

Pengembangan Asuransi Lingkungan Hidup schagaimana
dimaksuad Pasal 31 ayat (1) huruf f dilaksanalkan oleh
Pemerintah Pusal,

Pengembanpgan Asuransi Lingkungan Hiduo sebagaimana
dimaksud pada ayal {1} ditwjukan untulk melindungi
Sctiap Orang yang memiliki potensi dampel dan risiko
lingkungan Jidup.

Pasal 46

Pengembangan Asuransi Lingkungan [Hdup dilakukan
dalurn bentuk penerapan dasar penghilungan vang psling
sedikit mencakup:

a.  tingkal risiko linglkungan hidup; dan
b. perkiraan pembiayaan keadazn darural lingkungan
Frdur.

Ketenluan lebih lamut mengenai pengembangan Asuransi
Lingkungan lidup sebagaimana dimnsaksud pada ayat (1)
diztur dslam Peraturan Menlerl.

Penvelenggurann Asurans) langkungan Hidhap dilakulkan
bercasarkan ketentuan peraturan perindang undangan.

Bagian Koedelapan
Pengembangan Sistern Pembayaran

Jasa Lingkungsn Hidup

Pasal 47

Pernerinlah Pusat dan Pemerintah .D acrah
mengembangkan sistem Pembayaran Jasa L:ilngku_'lg.m'.x
Midup schagaimuna dimaksud Pasual 31 ayat (1) humf g
untuk dilaksanzkan Seliap Orang.

(2) Pengembangai ...

e — S e
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Pengembangan oleh Pemerintah Pusal dan Pemeriniah
agran scbagaimana dimaksud pada ayal (1] berupa
fasilitast mckamsme pengalinan sejumlah uang dari
Penvedia Jasa _inglkungan Hidup kepada Pemanfaat Jasa
Langkungan Hidup dalam perfanjian ierikat berbasis
kinerja.

Pengembangan sistem  Pembayaran Jasa Lingkunpan
Hidup sebagaimans dimalksud pada avatr (1) digunakan
untulk:

a4, mendorong masyarakat untuk melaksanakan upaya
Konmservast Sumber Dava Alamm dan  Pelesiarian
Fungsi Lingkungan Hidup; dan

b,  mendukung kincrja pelaksanaan Kompensasi/Imbal
Jasa Lingkungan Hidup Awnlar Daerah yang
dilakukan olsh Pemerintalhy Pusat dan Pemecrintah
Daerah sesuai kewenangsnnya.

Pasal 43
Pengembangan  sislern Pembayaran Jasa  Linglungan
Hidup mnencakup
a. kebijakan penyvelenggarasn;
b. fasilitast pengembangan kelernbagasn; dan
¢.  [fasilitasi resolusi onflik.

Kebijakaty penyelenggaraan schagaimana dimaksud pada
zval (1) hurul & mencakup:

o, identificasi Jasa Lingkungan Hidup yang harus
dibayar;

b, zetentuan penghiningan besaran Jasa Lingkungan
Hidup:

e, verifikasi dan validasi Pemanfaal Jasa Lingkungsn
Hidup dan Penyedid Jusa Lingkungan Hidup;

o, =istem ..,

R A N
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d. sistem informasi dan pemantanan pelaksanaan; dan

e. pemngkatan kapasitas.

I'asilitasi pengembangan kelembagaan sehagaimana
dimmalksud pada avat (1) huwraf b, mencakup:

a. pengembangen slandardisasi kompetensi fasilitater;

b, penguinbangan meckanisme dan benruk
kelembagaan; dan

¢, peningkalan kapasitas.

Tasilitasi resolust konllik sebagsimansa dimaksud pada
ayat (1] hurof ¢ dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kerenluan lebih lanjut mengenat pengembangan sislem
Pernbavaran Jasa Lingbungan Hidup distur dengan

Peraturan Menteri.

Bagian Kessmibilan

Sistem Penghargaan Kinerja di Bidang

Perlindungan dan Pengelolasn Linglkungan Hidup

11

Fasal 44

Sistem Penghargaan Kinerja di Bidang Perlindungan dac
Pengelolaan Lingkungsn Hidup sebagaimana dimaksud
dalamn Pasal 37 ayat (1) hurul h dilaksanaksn olch
Pemerintsh Puasat dan Pemerintah Dacrah kepada Sebap
Orang  danjalan Usaha danfatau Keglalan  vang
memenukbil kriluria:

a.  berjasa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkunpgan hidup; dan

b, berasa dalam pengelolaan surnber daya alam,

(2] Sistem ...
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mlatem penghargaan kinerja scbhagaimana dimaksucd pada

ayal (1] digunakan untule:
a. penaatan huks:im:
b.  inovasiy dan

E: merdorong 1 paya Konservasi Sumber Dagya Alam dan

Pelestarian Fungs: Lingkungan Hidup.

Pagal 50

Penphargaan Kinerja di Bidang  Perlindungan dan
Pengelolean  Lingkungan Hidup dilaksanaxan dalam

benluk uang dan/atau penghargaan lainnya,

Penghargaan Kinerja di  DBidang Perlindungan dan
I'engelolaan Lingkungar Hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memperhalikan pensrapan perencarna:n
pembangunan  dean  kegiatan  ekonomi  dan Tnsenll
dan/atau Disinscnl:l

Ketentuan lebih lapniut mengenai kriteria kinerja di bidang
perlindungan dan  pengelolaan  lingkuagan  hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diawur
dengan Perdaluran Menteri.

BARV
PEMBIAY AAN

Pamal 5l

Pembiayasn penyelenggaraan Instrumen Ekonomi Lingkungar:
Hidup dibebankan pada;

3

anggaran pendapatan dan belaoja negara bagl Instramen
Flkonomi Lingkunpan Hidup yang diselenegarakan oleh
Pemerintab Pusart,

b. anggarail ...
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b.  anggaran pendapatan dan belanja dacrah bagi Insirumen
Ekenomi Lingkungan Hidup yvang disclenpearakan oleh
Pemermlah Daerahy; dar

c.  sumber dana lainnya yang sah den Gdak mengikat sesuai
dengan ketentilan peraturan perundang-undangan,

DAB vl
KETENTUAN PERALIHAN

Pazal 52

(1) Paddg saat Peraiuran Pemerinzah ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan Instrumen Ekonomi Lingkungan
Hidup wvang tclah ada tetap berlaku scpanjang tidax
berteniangan dengan Peraluran Pemerinlah ol

(2] Dengan mempertimbangkan prioritas nasional, kesiapan

| kelembagaan, mekanisme dan  sistem  pendukung,
pencrapan  kewajiban Dara  Jaminan  Pernliban
Lingkungan  [lidup dan pengembangan sislernt
Cerdagangan 1zin Pembuangan Limbah dan/atau [mis
dilaksanakan palng lambat dalam 7 {(tujub) tabun scjak
Lerlakunva Peraturan Pemerintal ini,

BAR VIL
KETENTUAN PENUTLIP

Vasal o3

Semua  peraturan  pelaksanaan  yang  diperla<an untak
melaksenakan Peraturan Pemerintah imi harus diselesatkan
naling larmbar 2 {dua] tahun szjak diunds rigkaunurya Peraturan

Zeperintah i

Puasal 534

Peraturun Pemerintah  ini mulai  berlalu parda  tanggal

ciundangkan.

e I e e
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Apar  sebap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraniran Pemerintah ini dengan
penempalannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesa.

Ditetapzarn di Jakarta
pada langgal 10 November 2017
PRESIDEN RETPUBLIK INDONE=LA,
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pada tanggal 10 November 2017
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REPUBLIK INDONESIA,
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YASONNA L LAOLY
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PEMJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG

INSTRUMEN EKONOMI LINGEKUNGAN HIDUP

UnuUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatw mengenal Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup yang dikelompokkan dalam upaya pengendalian,
khususnya delam rangka pencegahan pencemarsn dan/atau kerusakan
lingkungan kidup.

Kelentuan Pasal 42 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009
lenlang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Ilidup menyatakan
bahwa: “Dalam rangka mclestarikan fungai lingkungan hidup, Pemerintah
dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan mencrapkan Instrumen
Ekoromi Lingkungan Hidup”. Inslrwnen Ekonomi Lingkungan Hidup
mehiputi
4. perencanzan peibangunan dan kegiatan ckonomi;
bh. Pendanaan Lingkungan Hidup; dan
c.  Insenlil dan/atan Disinsentif.

Mencermali kontcks wajib bagi Pemerintah Pusst dan Pemerintah
Daerah sebzgaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, berbagai mstrumen ekonomi harus dikembangkan dan diteraplean
sesual dengan tujuan pemanfaatan mstrumen ekonomi dimaksud, vaitu agar
pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia mampu berjalan dengan efeleul
dan efisien, memenuill prinsip kehati-hatiar, serta bensr-benar mengaraly
pada keberlanjutan.

Inslriamen.. .
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Instrumen ekonormi penting dikembangkan karcne  memperkuat
sistemn vasig bersifat mengatur (regulatory). Pendekatan imi menckankan
adanya keuntungan ckonomi bagl penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan bila memaluhi persyaralan lingkungan hidup sebagaitiena diatuar
oleh peraturan verundang undangan. Pendekatan ekonomt  diperlukan
rntizk merangsang penanggung jawab Uszha dan/atau Kegiatan agar
menaall persyaralan lingkungan hidup karena anara lain terhindar dari
membayar pinalti atau mendapat hukuman, menghemat pengeluaran karena
mengpunakan prakiik cfisiensi, dun mendapatkan Inscotif apainla
keplazannya memberikan dampak posital pada upaya pencegahan kerasakan
dan pelestarian dngkungan hidup,

Denerapan instrumen ekonomi sebagal Insentif dan Disinsentif ibarat
keir: dengan 2 (dua) sist mata uang. Kemudahan dar dorongan diberdean
ketika terpenuld ketaatan, dan bahkan besaran Insertif dapat lerus
meningkal sejalan derngan semakin membaiknya kinerja. Sebaliknya, beban
dan tambahan kewajiban ditimpakan saat kinerja lerus turun dan sahkan
lerindizas adak taal

Penerapan irnstrumen ekonomi dibutubkan karena schagian besar
modal alam dan  lingkungan  hidup, yaituy diantaranya ekos'stem dan
keanckaragaman havad, adaah surrber daya milik bersama @ Lo barang
publilk, Barang pubhk m eriliki karakieristik akses torbuka, seringkali tidak
mempunyal pasar formal, dan sccara Ui dihargai rendab jundervalue).
et ynen  ekaaomi melalul perencanaan pembangenan dan kegiatan
ckonomi  diantaranya mengutamakan pendekatan va luasi wang telah
memasukkan mantaat ckosistem yang non morhet sehagai nilal yang harus
diperhitungkan secara ml. Ualam praktikoya, pendekatar sepertl 1 akan
memudahkan penghargasn alus jass-jasa lingkungan hidup cleh para
nenggunanya dan terdorong kiing nan untuk menjaga keberlanjutannya.

PASAL NEM! PARAL

Pasal |

Culkup jelas.
Puasal 2

Cukup jelas.

Faszl 3
Cukup jelas.
Pasal ...
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Cukup jelas

Culkup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup 1elas.
Ayal (3)

[Turuf a

Yangz dimaksud dengan “slelistik dasar® adalah statistik yang
pemanfaa_annya ditgjukan untuk keperluan yang bersifaf las,
haik bagt pemerintah Maupun masyarakat, yang mermiliki ciri-clirt
Iintas sckioral, berskala nasicneal, malkro vang
penyelenggaraannya  menjadl  tangaung jawalb instansi yang
memilild tugas pemerinlahan di bidang slalistik.

Huruf &

Yanz dimaksud dengan “statist'le sekioral” adalab stalistik yang
pemdnfaatann}a ditujukan untuk memenuhi kebuluhan msta nsl
terrenla dalam rargka penyclenggaraan lugas-tugas
permerintahan dap pembangunan yang me rupakan tugas pukok
instansi peimerintah yang bersangkutan.

Tluruf ¢

Tk jelas.

Avar (1]
Cukup jelas.

Cukuap jelas.

Pomal 8.
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Neraca aset dalam samuan matya uang pacda penyusunsn PDE dan PDRRE
LIT digunakarn sebagai informasi mengenal indisator penyvusutan sumber
daya alam dan lingkungan hidup untuk kemudian digunakan sebagai
‘aktor penyesualan dalam penyusunan FDB dan POR 1LH.

| Pasal 9

| ' Cukup jclas.

Pagal 10
Aval (1)
Cukup jelas.
Ayat (4

Hurul s

BT 0 e Rk IR

Perlindungan tata air tidak meliputi nilai perolehan air,
Humaf b
Cukupjelas.
Huruf ¢
Cukoap jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufl e

Yang dimaksud den pan 4 Jasa Lingkungan Hidup lailu'lj,-*a”‘_ adatah_
jasa jasa lnggungan hidup yang masulk dalam kategen fungsi
penyediaan sumber daya alam (provisioning), penzaluran a}enn
dan lingkongan hidup (regulating, peayokong proses alwmn
(supporting), dar pelestarian nilai buda}-'f': [r.:u.lr.ura;'j, l.EI'I:ﬂE.SLLR
jhpa diantaranya jasa penampung dan perjers it buangan limbah
iatl elndst (sink)

Ayat (3 o
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Avat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Culoup jolas.

Avat ()

Penerapan Kompensasi/Tmbeal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah
secara ferpadu adalah saat Pemerintah Daerah selaku Pemar:faal
Jasa Lingkungan Hidup dan Seliap Orang atau kelompok masyarakat
selaloun Penyediz Jasa Lingkurnigan Hidup berada dalam wilayan
kewenangan yang berbeda, Penerapan terpadu dilaksanakan Kacena
anggaran Pemerintah Daerah lersebul harus dimasukckan terlebih
dahulu ke dalam anggaran Pemenntah Dacrah dimana Seliap Orang
aldu kelempok masvarakat tersebut berada untuk  kemudian
disalurkan Pemecrintal Dasrsh pererima kepada Seviap Orang atau
kelompok masvaraicat  tersebul  sesual  ketemluan  peraturan
perundang-undangan,

1]

Ayal {1)

Culeup jelas.

Avat (2

Hurul a
Yang dimaksud dengan “blaya ekonomi upaya Pelesta rian Fungsi
Lirgkungan Hidup” adalah biaya yang terjaci karena upaya dan
kegiatan pelestarian ngkungan hidup, sepertt nembelian bibit
tanamar, pemeliharaan tanaman.

Huruf b

2 5 iz o o 5 1]
Yang dimaksud dengan “'ma}'_g pmnbe_rdayaam rrasyardkar
adaiah biaya yang timbul sebagai inplikas) agar masyara leat yamyge
teriihat dalam skema kerjasama dapat mermen uhi sewajibanmya,
seperti pelatihan lentang pemelinaraan lanaart.

Huorwal o oo
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Huruf ¢

= P 1 " , . ark 1 3
Yang dimaksud dengan "biava pelaksanaan kerjasama” antara
ain blaye adminislrasi, biaya operasionsl.

FPasai 12

Culkup jelas.

FPasal 13
Awvat (1)
Hurul a

Yang dimaksud dengan “hibah dacrah” adalah pemberan dergan

pengaliban hak atas sssuatu dari Pemernintah Pusar atau pihak

Lo kepada Pemermlah Daerah atau sebaliknya yang seczra
spesifik tzlah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalu
perjanjian.

Hurul T

Yang dimaksud dengan “bantuan sevangan” acalah Lelanja
Pemerintah Dacrah yang diberikan kepada Pemerintah Dacrah
lain  dalam  rangka pemerataan  dan/ataa peningkalan
kemampuan kenangan,

Yang dimaksud dengan “urusan lingkungan hidup® adalah el
sub  bidang pengendalian  pencemaran  dan  kerusakan
lingkurgan hiduaa,

Aﬁ" ax |: 2 ]

Cukup jelas.

Peassl 14
Awat (1)
Huruf a

Kompensasi/ Imbal Jasu Lingkungan | lidup Antar Daerah kepada

Setiap  Orang  melalul hantuan sosial  didasarkan pacl:ﬂ.

permenuban kriteria perlindungan masyds aleat dari kemungkinan
| (erjadinya risiko sosial.

Kompensasl ...

BT e T NIRRT
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Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Dacrah kepada
Setiap Orang melalui belanja barang dan jasa unlule urusan
lingkungan hidup berupa serah terima barang dan/atau jasa darl
Pemerintal Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemernintah
Dacrah kabupaten/ kota kepada Setiap Qrang.

Muaruf b

Cukup jelas,

2t (2]

Culkuo jelas.

LS

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat ()

[MTuruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Culup jeias.
laruf ¢

Yang dimaksud deagan “jumlal” mencaknp kategor, jents, dan

bosaran fumlan Jasa Linglkamgan Midap yang dimaksud dan n lai

Kompensasi/lmbal Jasa Ling<ungan IHidup Antar Daerah yang

diberikan. .
Fluruf d

Cukup jelas.
Tharuf ¢

Cukup jelas.
Jharaf ©

Vang dimaksad dengan  “tata cara  psnyalura 5 . mexm;ﬂ?up

distaranya melkanisme penyaluran wEETAl bheniuk

Kompensasi/Tmbal Jasa Lingkungan Hidup Antar ]__'Ia:tl';:ﬁllz,’al'lg_

diberikan, tale laksana kelembagasn dan adminisiratitnya,

angka waktu dan Mreknensinya.

Hurul g ...
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Hurut g
Culaup jelas.
Huaruf b
Culcup jelas.
Avat (3)
Cukup |clas.
Avat (4)

Cubaup jelas.

FPasgal 16

Culkuy jelus.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pagal 18

Culkup jelas.

Pasal 1%
Jiaya pencemaran dan/alau kerusakeo  linggungan hidup dapal
dicantumkan dalam dokumen lingkungan hidup, kporan pemantauan
ingkungan hidup, laporan pengelolaan lingkungan hidup, rencana kerja
tahunan, atau dukumen lainnya terkail pengelolaan ingkungan hidup.

Pasal 20

Aval (1)

Huruf 4
Deara Jaminan Permulihian Lingkungan 11idup dapat berbentuls
dana Caminen rcklamasi, dans jaminan pasca larnbang,
qeiransi penzelolaan Limbah B3 atau nomestllatur lain sesual
deongan peraturan perundang-andangan seklor teknis terkait.

Huruf b .

R — T
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Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukuo jelas.
Ayat (2]
Culzap jelas.
Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jclas

Pasal 23

B — A R R

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup je.as.

Pasa, 2o '

Cukup elas.

Pazal 27
Ayat (1)
Hurul =
Cruaboap jelas.
Huruf b

Crkup jelas.

Huruf o ...
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Aval (2

Cukup jelas.
Axyat (3

Huraf a

Yang dimalksud dengan "mitigast perubahan iklm® adalah
scrangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurinkan
tmipkal  emisi gas  rumah kaca  sebagal bentuk  upaya
| pendngeulangan dampak serubahan iklim.

Hurul b

Yany dirmaksud dengan "adaptasi perabahan iklim” adalah upaya
vang dilakukar untuk meningkatkan kemampuan dalam
menyesuakan dini lerhadap perubahan  iklim, termasuk
keragaman ilklimm dan kejadian iklim ckstrim aehingga potensi
kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang vang
ditimbulkan olch perubaban ikliom Jdapat dimanfaatkan, can
konselkuensi yang timbul alkibat perubanan iklim dapal riatasi.

Hurul ¢
Yarg dimaksud dengan “serlindungan lapisan ozon” adalal
upava menghapuskan secora bertohap  poenggunaali bahan
pervisak ozon guna mencsgah permipisan lapisan 0zon serid
meminimalkan  dampak negaii! terkadap lingkungan dan
leesehalan.

Huruf
Yare dimaksud dengan “keglatan pendukiang pengendalian
ce ubahan iklm® mencaliap antara lain kegiatan alibh “dan
seagembangzan teloalogl, peningkatan kapasitas nsutusl dan
sumber daya manusia, dan penclitian dan pengembangan di
bidang pengerdalian perubahan iklim serta ‘nventarisasy gas
runah kaca, peogelolaan sistem monitoring, pelaporan den
verifilcest serta pengelolaan pencatatan/ registey.

Hurul e
Cukup |elas.

J"'l._';;i'r.lL |I.d.:|

Culiap jelas

Ayat (5) ..
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Hurui ¢

Sunber dana lainava dapat mencakup skema perdanaan baru

yvaig diterapkan oleh pemerintah, seperti hasil

mvestasi,

sumbangan/amal, tanggung jawabd sosial’ perusahasn, hasil
perdagangan  karbon, pinjaman, dan bentuk lain  sesuai
peraturan perundang-undangan. Sumber dana lainnya dapat
bersumber dari namun tidak terbatas pada United Nations

Framework Cornserntion on Climale Change (UNFCCC),
Avat (2}
Cukup jclas.

Awvat (3)

Yane dimaksud denpgan “pihak lain” adalah swasta, lembaga non-

pemerintah dan masyarakal.
Avat (4]

Culknp jelas.
Ayat (o

Cukup jelas.

Pasal 458
Aval [1)
Culup jelas.

— : £ poi L
Yang dimaksud dengan “pomberi hibah dan deonas:

antara lain

adalah penanggung jswab (Uszha dan/atau Kegiatan, lernbaga,
dun/atay masvarakal yang bersumber dan dalam maupan luar

negerl.
Ayal. (3)
Cukup jelas.

Avval (1)
Cukup jelds.

Avat (2] ...

R e — e I
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Ayat [3)
Culkup jelas,
Ayat ()

Culup jelas.

Pasal 30
Avat [1]
Hurul a
Cakup jclas.
Huraf b
Contoh pengelolaan keuangan lainnya adalah dara perwalian.
Avat ()
Cudaap jelas.
Ayat (3]

Culeap jelas,

RS I ey

Pagsal 31
Cukup jefas

Pasal 32

Cirkup jelas. ;

Pasal 33
Aval (1]
Cukup jelas.
Aval (2]
Huruf &
¢ 1 LR eI e = 5
Yang dimaksud dengan “pemenuban kriteria penaatal hiakoam
adalah pemenuhan seluruh kewnjiban yaryg lerulamanys ad_ala]n
di bidang perlindurgan dan pengelolaan lingkungan hidup
herdasarkan perafuran perundang-undangan. Sebagal ccu'tu}:f
a-itara lain pelaksanaan verifikasi teraadap lepalitas kayu melahn
Qigtem Verilikasi Legalitas Kayu.

Huraf b ...



Huarult

Cultup jelas,
Huarul ¢
Cukup jelas.
Ayat (3
I-I‘-.nﬁi' al
Chakoap jelas

[Tharaf b

Label yang digjukan oleh Usaha dan/atau Kegiatan disebut juga
scbapal label swadeklarasi.

Pagal 34
Ayart (1)
Cukup jolas.
Ayal [Z)
Huaruf a

Yang dimaksud dengan “kriteria ramab Jlingkungan hidup”
melipufi ssluruk aspele lingkungan hidup sepanjang daur hicup
produk, mencekup  diantaranya  permiliban baban  baxw,
pemilinan jenis energl untuk produksi, proses pembuatan,
pemanflaatan, darn pasca pemanfaatan.

Hur:f b
Cukup jelas. -
Huzifc
Cukup jelas.
Huruaf d
Cukup jelas.
Asrat 3]

Cualkup j=las.

Avat (4] ..

TR i wrrem——
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Ayat 4
(ukup jelas.
Avyat {9)

Cukup jelas.

Pa=al 35

Cukugp jelas.

Pasal 40
Ayval 1)
Cukup jelas.
Axat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “mendorong peluang pasar bagr barang
dart jasa yang teah memperoleh Lubel Ramah Lingsungan Hidup”,
sebagal contoh diantaranya adalah pengadaan barang berbahan
bakn <ayu oeh pemerintah berlogo V-legal, dan pencrapan
Ekolabel.

Pasal 27

Cukup elas, -

Pasal 3o

Cukup jelas.

Fagal 39

Cukup jelas,

Paaal <0 ..
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Pasal 40

Cukup jelas.

Pazal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasgl 43

Cukup clas.

Pa=zal 44

e e —

Cukup iclas,

Posal 45

Cukup |clas.

Frunal 46

Culup jelas.

Pazal 17

Cukup elas,

Fasal 48

Cukup “elas,

Pasa 19

Culkup jelas.

Pasal ol

Culk.ap jclas,

Pasnal o1l
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Pasal 51
Culaap jelas.

Pusal 52

Cubkoup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas,

Pazal 54

Cukoap jelas.
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